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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a bahwa sehubungan., telah dilakukannya evaluasi
internal terhadap Reformasi Birokrasi Pemenntah 
Kabupaten Pacitan sesuai kondisi existing maka 
Peraturan Bupati Pacitan Nomor 33 Tahun 2023 
tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemenntah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2023-2024 perlu 
disesuaikan,

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Road Map 
Reformasi Birokrasi Pemenntah Kabupaten Pacitan 
Tahun 2023-2024,

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lmgkungan Provmsi Jawa Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 1955 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja 
Surabaya dan Daerah Tmgkat II Surabaya dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lmgkungan Provmsi Jawa Timur dan Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- 
Daerah Kota Besar Dalam Lmgkungan Provmsi Jawa 
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa 
Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730),

2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dan 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851),



Menetapkan :

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemermtah Pengganti Undang- 
Undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856),

4 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025,

5 Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road 
Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Benta Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menten Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menten 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi 
Birokrasi 2020-2024 (Benta Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 441),

6 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 
Nomor 9),

7 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Pacitan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan Tahun 2021 Nomor 10),

8 Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Road Map 
Reformasi Birokrasi Pemenntah Kabupaten Pacitan Tahun 
2023 (Benta Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 
Nomor 33),

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG 
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH 
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023-2024.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang 
Road Map Reformasi Birokrasi Pemenntah Kabupaten Pacitan Tahun 2023- 
2024 (Benta Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023, Nomor 33), diubah sebagai 
benkut

1 Ketentuan dalam Lampiran BAB II diubah sehingga berbunyi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan 
Peraturan Bupati mi

2 Ketentuan dalam Lampiran BAB III diubah sehmgga berbunyi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan 
Peraturan Bupati ini

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahumya, memenntahkan pengundangan Peraturan 
Bupati mi dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kabupaten Pacitan

Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal 27 - 10 - 2023

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PACITAN

ttd
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BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023 NOMOR 128

Pasal II

Ditetapkan di Pacitan 
Pada tanggal 27 - 10 - 2023

BUPATI PACITAN

ttd
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v ̂ ^Pembiria Tihgkat I 
NIR^6$0303 198903 1 006



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 128 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2023 
TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN 
PACITAN TAHUN 2023-2024

BAB II
GAMBARAN BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan kebutuhan ditengah dmamika 
kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat semakin tinggi 
Aparatur Sipil Negara didorong untuk benntegntas tmggi, Pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi memasuki penode ke-2 (dua) sesuai Road map Reformasi 
Birokrasi Kabupaten Pacitan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Pacitan 
Nomor 215 Tahun 2021 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemenntah 
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 -  2026 Beberapa capaian dari 
pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) sampai akhir 2022 adalah sebagai 
berikut
1. Penyederhanaan Birokrasi Dua Level

Pemenntah Kabupaten Pacitan telah melakukan pemetaan dan analisis 
terhadap jabatan admmistrasi yang akan disederhanakan dan/atau 
dipertahankan berdasarkan ketentuan mengenai tmgkatan unit organisasi 
dan kritena penyederhanaan struktur organisasi Jumlah jabatan 
admmistrasi sebelum penyederhanaan sebanyak 690 jabatan, jumlah 
jabatan yang disederhanakan sebanyak 346 jabatan sehmgga jumlah 
jabatan admmistrasi yang masih dipertahankan sebanyak 344 jabatan 
Penyederhanaan ini menerapkan model 4 dan permodelan Kementrian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu PD yang 
tidak memiliki seksi/sub bidang, tetapi memiliki satu sub bagian pada 
sekretanat

2. Penyederhanaan Kelembagaan Instansi Pemerintah
Kegiatan mi bertujuan untuk mengurangi tumpang tmdih tugas fungsi di 
antara Instansi Pemenntah yang mengakibatkan mefisiensi anggaran dan 
kewenangan Berdasarkan Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemenntah dan Peraturan Menten Dalam 
Negen Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembmaan dan Pengendalian 
Penataan Perangkat Daerah, pada akhir Tahun 2021 Pemenntah 
Kabupaten Pacitan telah melakukan penyederhanaan kelembagaan dan 43 
PD menjadi 39 PD

3. Digitalisasi Birokrasi melalui Penerapan SPBE yang terintegrasi:
Komitmen pemenntah untuk menciptakan tata kelola pemenntahan yang 
mudah cepat, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang 
berkualitas, diwujudkan melalui penggunaan teknologi mformasi dan 
komumkasi kepada pengguna layanan Sistem Pemenntahan Berbasis 
Elektromk (SPBE) Kabupaten Pacitan Tahun 2022 sebesar 2,31 naik 
63,83% dibandmgkan tahun sebelumnya sebesar 1,41 Namun demikian 
masih berada pada kategon cukup dan dibawah target nasional

4. Penguatan pengawasan melalui Pembangunan Zona Integritas 
Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi 
Birokrasi (RB) dalam penegakan mtegntas dan pelayanan berkualitas 
Dengan demikian pembangunan Zona Integritas menjadi aspek pentmg 
dalam hal pencegahan korupsi di pemenntahan Keberhasilan 
pembangunan zona mtegntas ditandai dengan predikat Wilayah Bebas dan 
Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayam (WBBM) dan 
Kementenan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



(RB) Unit kerja yang meraih predikat Wilayah Bebas dan Kompsi 
(WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah unit kerja 
yang pimpinan dan seluruh jajarannya memiliki komitmen kuat untuk 
membangun unit kerja percontohan dalam hal pemberantasan korupsi dan 
pelayanan publik yang pnma Sampai dengan Tahun 2022 Kabupaten 
Pacitan mengusulkan unit kerja untuk meraih Wilayah Bebas Korupsi 
(WBK) sebanyak 28 unit kerja Unit kerja yang berhasil meraih predikat 
Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) sebanyak 1 (satu) unit keija pada Tahun 
2019 dan 2 (dua) unit kerja pada Tahun 2022 sehingga total terdapat 3 
(tiga) unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK)

5. Integrasi Pelayanan Publik melalui Pembentukan Mai Pelayanan Publik 
Mai Pelayanan Publik merupakan upaya untuk memngkatkan kecepatan, 
kemudahan, jangkauan, kenyamanan dan keamanan pelayanan dalam 
pelayanan publik Mai pelayanan publik Kabupaten Pacitan sudah 
dilakukan soft launching pada Bulan Desember Tahun 2022 Terdapat 127 
pelayanan dengan gerai sebanyak 26 dan direncanakan akan diresmikan 
oleh Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
pada tnwulan kedua Tahun 2023

Selam ltu progress capaian Reformasi Birokrasi (RB) juga dapat dilihat 
melalui Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Benkut capaian mdeks Reformasi 
Birokrasi (RB) kabupaten Pacitan selama 5 (lima) tahun
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Berkaitan dengan capaian pembaflgundn daerah, pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi (RB) juga dapat dilihat dan pencapaian penyelesaian masalah- 
masalah utama di Kabupaten Pacitan seperti Indeks Pembangunan Manusia, 
Angka Kemiskman, dan Pertumbuhan Ekonomi
1 Indeks Pembangunan Manusia, Kabupaten Pacitan mengalami kenaikan 

1,17% dengan nilai Tahun 2021 sebesar 68,57% dan Tahun 2022 sebesar
69,37% n/ ,

2 Angka Kemiskman Kabupaten Pacitan Tahun 2021 sebesar 15,11^ dan
Tahun 2022 sebesar 13,80% menurun 8,67%

3 Prosentase pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan mengalami kenaikan 
122,49% dari capaian Tahun 2021 sebesar 2,49% dan Tahun 2022 sebesar
5,54%



Apabila dibandingkan antara tujuan Reformasi Birokrasi (RB) Nasional 
2020-2024 dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) dan kondisi eksistmg dapat dilihat pada tabel di bawah mi

Tabel 1.
Perbandingan Tujuan Reformasi Birokrasi (RB) Nasional dengan Target 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
dan Kondisi Existing

No Tujuan RB 
2020-2024 Indikator Tujuan

Target Road 
Map RB 
Nasional 

2024

Target
RPJMD

2024

Kondisi
Eksistin

9

1 Terwujudnya 
birokrasi yang 
bersih, efektif 
dan berdaya 
saing
mendorong 
pembangunan 
nasional dan 
pelayanan 
publik

Capaian Indeks
Reformasi
Birokrasi
kementenan/
lembaga/
pemenntah
daerah

>60-70 69,5 69,08

Capaian
Indikator
Kinerja
Pembangunan
- Angka 
Kemiskinan

angka 
kemiskinan 
menurun dan 
9,71

angka
kemiskinan
12,87

angka
kemiskinan
13,80

- Pertumbuhan 
Investasi

pertumbuhan
mvestasi
memngkat
9,0%

1,5% 47%

Selam tujuan, benkut merupakan perbandingan sasaran barn dalam Road Map 
RB nasional dengan target RPJMD dan kondisi existing

Tabel 2. Perbandingan Sasaran RB Dengan Target RPJMD Dan Kondisi
Eksisting

No
Sasaran RB 
2020-2024

Indikator
Sasaran
Strategis

Target Road 
Map RB 
Nasional 

2024

Target
RPJMD

2024

Kondisi
Elcsisting

1 Terciptanya 
tata kelola 
pemenntahan 
digital yang 
lincah, 
kolaboratif, 
dan akuntabel

Indeks SPBE 2,6-3,5% 1,95% 2,31%

Capaian
Akuntabilitas
Kmeija

>60 -  70% 79% 68,44%



Capaian
Akuntabilitas
Keuangan

WTP dengan 
tingkat 

tmdak lanjut 
80%

WTP WTP
dengan
tmgkat
tmdak
lanjut
100%

2 Terciptanya
Budaya
Birokrasi
BerAKHLAK
dengan ASN
yang
Profesional

Nilai Survei
Employer
Branding
(sumber
Kementenan
PANRB)

7,66%

Nilai Survei
Indeks
BerAKHLAK
(sumber
Kementenan
PANRB)

67,14% 62,70%

Nilai Survei 
Pemlaian 
Integntas 
(sumber KPK)

mlai rata- 
rata

memngkat 
dan 71,4%

77,41%

Nilai Survei
Kepuasan
Masyarakat
(sumber
Kementenan)

mlai rata- 
rata

memngkat 
dan 74,89%

84,5% 82,63%

Dan tabel di atas, terdapat beberapa mdikator tujuan dan sasaran yang 
tidak dapat diperbandingkan yaitu survey terkait core values Aparatur Sipil 
Negara BerAKLHAK dan employer branding Bangga melayani bangsa Kedua 
mdikator tersebut tidak bisa dibandmgkan dikarenakan belum ada target yang 
tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Pacitan Selain kedua mdikator tersebut ada beberapa mdikator yang sudah 
melebih target nasional seperti Indeks Reformasi Birokrasi (RB), pertumbuhan 
mvestasi, mlai survei mtegntas dan mlai survei kepuasan masyarakat Ada pula 
target yang masih dibawah nasional yaitu angka kemiskman Dengan adanya 
Reformasi Birokrasi (RB) tematik lm diharapkan terdapat smergi antara 
pencapaian birokrasi dengan pencapaian kmerja



BAB III
AGENDA REFORMASI BIROKRASIINSTANSI PEMERINTAH

1. TUJUAN DAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI

a. Tujuan Reformasi Birokrasi
Tujuan Reformasi Birokrasi Pemenntah Kabupaten Pacitan sebagaimana 

mengacu pada Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menten Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road 
Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 adalah “Birokrasi yang Bersih, 
Efektif dan Berdaya Saing Mendorong Pembangunan Nasional dan 
Pelayanan Publik”

Tujuan Reformasi Birokrasi diarahkan untuk menjawab dampak dan 
kontnbusi Reformasi Birokrasi pada Pembangunan Daerah, Pemngkatan 
kualitas pelayanan publik, penciptaan pemenntah yang bersih dan bebas 
korupsi kolusi dan nepotisme, serta pemngkatan daya saing

Indikator tujuan Reformasi Birokrasi adalah Indeks Reformasi Birokrasi 
dengan dampak penurunan angka kemiskman, pemngkatan realisasi mvestasi, 
pengendalian tmgkat mflasi, penggunaan produk dalam negen, Corruption 
Perception Index, E-Govemment Development Index, Government Effectiveness 
Index, Ease of Doing Business

b. Sasaran Reformasi Birokrasi
Berkaitan dengan sasaran, pada Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 

sebelum penajaman terdapat tiga sasaran strategis Reformasi Birokrasi, yaitu 
birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan 
publik yang pnma Pada Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 setelah 
penajaman, sasaran strategis Reformasi Birokrasi disederhanakan menjadi dua 
aspek yaitu, aspek hard element adalah bagian dan kerangka logis Reformasi 
Birokrasi yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan 
akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan 
regulasi dalam pemenntahan dan aspek soft element berbagai perangkat yang 
terkait dengan budaya dan sumber daya manusia Adapun sasaran strategis 
Reformasi Birokrasi adalah sebagai benkut

1) terciptanya tata kelola pemenntahan digital yang efektif, lincah, dan 
kolaboratif sebagai aspek hard element dengan Indikator sasaran dan 
strategi adalah Indeks Sistem Pemenntahan Berbasis Elektromk, 
Capaian Akuntabilitas Kmerja dan Capaian Akuntabilitas Keuangan, 
dan

2) terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan Aparatur Sipil 
Negara yang profesional sebagai aspek soft element dengan indicator 
Employer Branding Aparatur Sipil Negara, Indeks Berakhlak, Nilai 
Survei Pemlaian Integntas dan Nilaia Survei Kepuasan Masyarakat

2. PERENCANAAN REFORMASI BIROKRASI GENERAL

a. Penetapan Prioritas Kegiatan Utama
Secara umum pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) General dibagi ke 

dalam dua tmgkatan, yaitu Nasional dan Instansional Pada tmgkat Nasional, 
pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) terdm atas, level makro dan meso 
Tmgkat pelaksanaan makro mencakup penetapan arah kebijakan Reformasi 
Birokrasi (RB) secara Nasional serta monitoring dan evaluasi pencapaian 
program-program Reformasi Birokrasi (RB) pada level meso dan mikro Tmgkat 
pelaksanaan meso mencakup pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi (RB) 
oleh mstansi yang ditetapkan sebagai leadmg institution Adapun tmgkatan 
Instansional, atau disebut juga dengan tmgkat pelaksanaan mikro, mencakup



implementasi kebijakan/program Reformasi Birokrasi (RB) yang telah 
ditetapkan pada tingkat makro dan meso di masing-masing pemenntah daerah 
serta program movasi Reformasi Birokrasi (RB) yang diperlukan masmg-masmg 
pemenntah daerah untuk mengakselerasi capaian tujuan dan sasaran strategis 
Reformasi Birokrasi (RB)

Dalam hal mi pemenntah daerah Kabupaten Pacitan masuk dalam 
tmgkatan Instansional atau tingkat pelaksanaan mikro Kegiatan utama 
Reformasi Birokrasi (RB) Kabupaten Pacitan sebagai level mikro harus didasan 
oleh dimensi Pnontas Nasional yang bersifat mandaton

Kegiatan utama tersebut dapat dilihat pada tabel benkut

Tabel 3. Tabel Hasil dan Output yang Diharapkan Dalam pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi 2023-2024 Level Mikro

Sasaran (Immediate Outcome) Kegiatan Utama

ss
dan

Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lmcah, Kolaboratif 
Akuntabel

S 1 Terimplementasikannya Kebijakan 
Penyederhanaan Birokrasi

Penyederhanaan Birokrasi 
(Penyederhanaan Struktur 
Orgamsasi)/transformasi orgamsasi 
berbasis kmeija dan agile

S 2 Tenmplementasikannya kebijakan 
sistem kerja barn dengan model 
fleksibel bagi pegawai Aparatur 
Sipil Negara dengan Baik

Pelaksanaan Sistem Kerja Baru 
dengan model fleksibel bagi Pegawai 
Aparatur Sipil Negara

S3 Tenmplementasikannya Kebijakan 
Arsitektur Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektrom Nasional

Pelaksanaan Arsitektur Sistem 
Pemenntahan Berbasis Elektrom 
Nasional

S 4 Tenmplementasikannya Sistem 
Perencanaan, Penganggaran dan 
Informasi Kinerja yang 
Terintegrasi, Berbasis Teknologi 
Informasi yang Mendorong 
Penmgkatan Akuntabilitas Kmerja 
Instansi Pemenntah

Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas 
Kmerja Instansi Pemenntah yang 
terintegrasi

S 5 Terbangunnya Pelayanan Publik 
Digital (Digital Services)

Pelaksanaan Pelayanan Publik 
Digital

S 6 Menmgkatnya Kualitas 
Pengawasan

Pembangunan Zona Integntas di 
unit keija
Penguatan implementasi sistem 
pengendalian intern pemenntah 
(SPIP)
Penguatan Pengelolaan Pengaduan 
Masyarakat
Penguatan Upaya Pencegahan 
Korupsi

S 7 Menmgkatnya Kualitas Kebijakan 
dan Regulasi

Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan 
Publik
Pelaksanaan Pembentukan 
Peraturan Perundangan-undangan

S 8 Menmgkatnya kualitas 
pengelolaan arsip digital dan data 
statistik sektoral

Pelaksanaan Arsip Digital
Pelaksanaan Data Statistik Sektoral



S 9 Menmgkatnya kualitas pengadaan 
barang dan jasa pemenntah, 
pengelolaan keuangan dan asset

Penguatan Pengadaan Barang dan 
Jasa Pemenntah
Penguatan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset

SS 2 Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional

S 1 Terwujudnya percepatan 
transformasi jabatan fungsional

Penataan Jabatan Fungsional

S 2 Terselenggaranya manajemen 
talenta Aparatur Sipil Negara yang 
efektif dan efisien

Penguatan Manajemen Talenta 
Aparatur Sipil Negara

S3 Terwujudnya percepatan 
penmgkatan kapasitas pegawai 
Aparatur Sipil Negara

Pelaksanaan Learning and 
Development dan Digital Mindset 
Aparatur Sipil Negara

S 4 Terwujudnya rekrutmen pegawai 
Aparatur Sipil Negara yang efektif 
dan efisien

Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai 
Aparatur Sipil Negara yang efektif 
dan efisien

S 5 Terwujudnya percepatan 
transformasi digital manajemen 
Aparatur Sipil Negara

Pelaksanaan transformasi digital 
Aparatur Sipil Negara

S 6 Terwujudnya sistem kesejahteraan 
Aparatur Sipil Negara yang adil, 
layak, dan berbasis kmeija

Pengelolaan Kineija Pegawai 
Aparatur Sipil Negara

S 7 Menmgkatnya kepatuhan 
terhadap sistem merit dan sistem 
manajemen Aparatur Sipil Negara

Penguatan Sistem Merit
Pelaksanaan Core Values Aparatur 
Sipil Negara
Pelaksanaan Pelayanan Publik 
Pnma



b. Penetapan Target Kegiatan Utama
Berdasarkan kegiatan utama tersebut ditentukan target Tahun 2023 maupun Tahun 2024 sebagaimana tabel 

berikut
Tabel 4. Penetapan Target Kegiatan Utama

Kegiatan Utama
INDIKATOR
KEGIATAN

UTAMA

BASELINE
(2022)

TARGET UNIT/SATUAN KERJA 
PELAKSANA

2023 2024 KOORDINATOR PELAKSANA
Penyederhanaan
Birokrasi

Tmgkat
Implementasi
Penyederhanaan
Birokrasi

114% Sudah Terlaksana Bagian
Organisasi

Seluruh 
Unit Kerja

Pelaksanaan 
Sistem Kerja 
Barn dengan 
model fleksibel 
bagi Pegawai 
Aparatur Sipil 
Negara

Tmgkat 
Implementasi 
Sistem Kerja 
barn dan 
Fleksibilitas 
Bekeija Pegawai

Belum
ditetapkan

50% 100% Bagian
Organisasi

Seluruh 
Unit Kerja

Pelaksanaan 
Arsitektur SPBE 
Nasional

Indeks Sistem 
Pemermtahan 
Berbasis 
Elektromk

2,31 2,40 2,60 Dinas
Komumkasi
dan
Informatika

Seluruh 
Unit Kerja

Tmgkat 
Implementasi 
Inisiatif Strategi 
Arsitektur 
Sistem
Pemermtahan
Berbasis
Elektromk

20% 60% 80% Dinas
Komumkasi
dan
Informatika

Seluruh 
Unit Kerja



Pelaksanaan
Sistem
Akuntabilitas 
Kmerja Instansi 
Pemermtah yang 
tenntegrasi

Indeks
Perencanaan
Pembangunan

89,22% 95% 96% Badan
Perencanaan, 
Pembangunan, 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Daerah

Seluruh 
Unit Kerja

Nilai Sistem 
Akuntabilitas 
Kmerja Instansi 
Pemenntahan

68,44 77,00 79,00 Badan
Perencanaan, 
Pembangunan, 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Daerah

Seluruh 
Unit Kerja

Pembangunan 
Zona Integntas di 
unit kerja

Tmgkat 
keberhasilan 
pembangunan 
Zona Integritas

3 Unit WBK 4 Unit WBK 4 Unit WBK Inspektorat
Daerah

Seluruh 
Unit Kerja

Penguatan
implementasi
Sistem
Pengendalian
Intern
Pemermtah
(SPIP)

matuntas Sistem
Pengendalian
Intern
Pemermtah
(SPIP)

Level 3 Level 3 Level 3 Inspektorat
Daerah

Seluruh 
Unit Kerja

Penguatan
Pengelolaan
Pengaduan
Masyarakat

Tmgkat Tmdak
Lanjut
Pengaduan
Masyarakat
(LAPOR)

100% 100% 100% Dmas
Komunikasi
dan
Informatika

Seluruh 
Unit Kerja



Penguatan Upaya
Pencegahan
Korupsi

Survei Penilaian 
Integritas (SPI)

77,4 77,5 78,0 Inspektorat
Daerah

Seluruh 
Unit Keija

Pelaksanaan
Pembentukan
Peraturan
Perundangan-
undangan

Indeks
Reformasi
Hukum

57,75 60,00 70,00 Bagian Hukum Seluruh 
Unit Keija

Pelaksanaan Tata 
Kelola Kebyakan 
Publik

Indeks Kualitas 
Kebyakan

Tidak ada 
penilaian

40,00 Tidak ada 
penilaian

Bagian Hukum Seluruh 
Unit Kerja

Pelaksanaan 
Arsip Digital

Tmgkat
Digitalisasi Arsip

11,11% 12,82% 100% Dinas
Perpustakaan

Seluruh 
Unit Kerja

Pelaksanaan 
Data Statistik 
Sektoral

Tmgkat
Kematangan
Penyelenggaraan
Statistik
Sektoral

2,1 2,2 2,3 Dmas
Komunikasi
dan
Informatika

Seluruh 
Unit Kerja

Penguatan 
Pengadaan 
Barang dan Jasa 
Pemenntah

Indeks Tata
Kelola
Pengadaan

36,6 65,0 75,0 Bagian 
Pengadaan 
Barang Jasa

Seluruh 
Unit Kerja

Penguatan 
Pengelolaan 
Keuangan dan 
Aset

Opini BPK WTP WTP WTP Badan
Keuangan
Daerah

Seluruh 
Unit Kerja

Tmdak Lanjut
Rekomendasi
BPK

100% 100% 100% Badan
Keuangan
Daerah

Seluruh 
Unit Kerja



Penataan
Jabatan
Fungsional

Tmgkat
penerapan
kebijakan
Transformasi
Jabatan
Fungsional

114% Sudah
Terlaksana

Sudah
Terlaksana

BKPSDM Seluruh 
Unit Keija

Penguatan 
Sistem Merit

Nilai Indeks 
Sistem Merit

217,5 250 275 BKPSDM Seluruh 
Unit Kerja

Pelaksanaan 
Core Values 
Aparatur Sipil 
Negara

Nilai Survei
Indeks
BerAKHLAK

62,70 65,0 72,0 BKPSDM Seluruh 
Unit Kerja

Employer
Branding

Penghitungan
tidak

dilakukan
Pada

Pemerintah
Daerah

Penghitungan
tidak

dilakukan
Pada

Pemerintah
Daerah

Penghitungan
tidak

dilakukan
Pada

Pemerintah
Daerah

Bagian
Orgamsasi

Seluruh 
Unit Kerja

Pelaksanaan 
Pelayanan Publik 
Prima

Survei Kepuasan
Masyarakat
(SKM)

81,68 84,00 84,50 Bagian
Orgamsasi

Seluruh 
Unit Kerja

Indeks
Pelayanan
Publik

B B B Bagian
Orgamsasi

Seluruh 
Unit Kerja

Tmgkat
kepatuhan
Standar
Pelayanan
Publik

64,38/ 
Zona Kumng

70,00/ 
Zona Hyau

72,00/ 
Zona Hyau

Bagian
Orgamsasi

Seluruh 
Unit Kerja



3. PENETAPAN TEMA DAN TARGET REFORMASI BIROKRASI TEMATIK

Reformasi Birokrasi Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan 
dampak konkrit Reformasi Birokrasi terhadap is u  yang ada di hilir, yaitu capaian 
Pembangunan Nasional Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik tersebut tidak 
akan terwujud jika tidak dukuti dengan strategi dan pengelolaan yang tepat Melalui 
Reformasi Birokrasi Tematik pemenntah daerah dapat lebih fokus dalam 
mempercepat terwujudnya kmerja yang telah ditentukan dengan menetapkan tema 
dalam Reformasi Birokrasi tematik

Konsep Reformasi Birokrasi Tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk 
mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola 
pemenntahan (debottlenecking) yang memang dirasakan secara langsung oleh 
masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapamya tujuan dan sasaran dari 
Reformasi Birokrasi Tematik yang telah ditetapkan Dengan teratasinya akar 
masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat 
tercapamya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi 
yang diharapkan masyarakat

RB Tematik merupakan strategi baru dalam Road Map Reformasi Birokrasi 
2020-2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hmgga tahun 2024 Dengan waktu 
yang terbatas, ditetapkan empat (4) tema pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik 
yaitu Pengentasan Kemiskman, Pemngkatan Investasi, Digitahsasi Admimstrasi 
Pemenntahan dan Percepatan Pnoritas Aktual Presiden (Produk Dalam Negen (PDN) 
dan pengendalian Inflasi

a. Pengentasan Kemiskinan
Reformasi Birokrasi Tematik pengentasan kemiskman ditujukan agar program 

dan kegiatan pengentasan kemiskman yang ada dan telah menggunakan sumber 
daya yang besar dapat berdampak optimal terhadap penurunan angka kemiskman 
Reformasi Birokrasi Tematik pengentasan kemiskman akan mendukung 
keberhasilan pengentasan kemiskman dengan berfokus pada aspek tata kelola 
pengentasan kemiskman Secara spesifik, hal tersebut dapat dilakukan penguatan 
smergi dan kolaborasi melalui perbaikan proses bisms, perbaikan data, perbaikan 
regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan mformasi, serta reformulasi 
program/kegiatan agar lebih tepat sasaran Pengentasan kemiskman merupakan 
tugas beberapa perangkat daerah yang mempunyai tanggungjawab dalam hal 
pengentasan kemiskman Tentu kerangka alur / Logical Framework menjadi pentmg 
agar setiap perangkat daerah yang masuk dalam pengentasan kemiskman menjadi 
paham terkait apa yang haras dikerjakan untuk mencapai tujuan Bersama yaitu 
menuranya angka kemiskman di Kabupaten Pacitan

Logical Fram ew ork  K e m is k in a n



Selain melalui logical framework dalam upaya mempercepatan pengentasan 
kemiskman, Pemenntah Kabupaten Pacitan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 
60 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan 
di Kabupaten Pacitan Tahun 2022-2024 Berdasarkan Peraturan tersebut Sasaran 
penanggulangan kemiskinan dikelompokkan menjadi dua kategon utama 
berdasarkan karaktenstik sosial ekonommya yaitu Produktif, yakm sasaran yang 
kepala rumah tangga dan atau anggota rumah tangganya berusia produktif, serta 
sehat jasmam dan rohani Usia produktif adalah usia 18-64 tahun dan Non produktif, 
yakm sasaran yang kepala rumah tangganya jompo (berusia > 64 tahun), tmggal 
sendinan dan atau tmggal dengan anggota rumah tangga yang juga berusia non 
produktif, yaitu belum dewasa dan atau usia lebih dari 64 tahun dan atau mengalami 
kecacatan, karena berbagai sebab yang tidak dapat menjalankan pekerjaan produktif 
untuk memperoleh penghasilan Data kemiskinan yang digunakan bersumber dan 
DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan Data Daerah yang merupakan data 
usulan dan masyarakat, kepala desa, lurah yang divenfikasi dengan menggunakan 
Peraturan Bupati tentang Indikator dan Pedoman Venfikasi Rumah Tangga Miskm di 
Kabupaten Pacitan yang indikatomya tertuang dalam format Instrumen Indentifikasi 
Rumah Tangga Miskm (Profil Rumah Tangga Miskm Kabupaten Pacitan)

Pada tahun 2021 persentase penduduk miskm berdasarkan gans kemiskman di 
Kabupaten Pacitan tercatat sebesar 15,11 % dan pada tahun 2022 turun menjadi 
sebesar 13,80% Meskipun menunjukkan tren menurun, capaian persentase 
penduduk miskm pada tahun 2022 masih lebih rendah dibandmg capaian Provinsi 
Jawa Timur yang tercatat pada tahun 2022 sebesar 10,49 persen, terlebih lagi dengan 
capaian persentase penduduk miskm secara Nasional yang tercatat sebesar 9,22% 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat dalam rentang tiga tahun sejak 2019, 
2020, 2021 jumlah penduduk miskm di Kabupaten Pacitan terns naik Masuk tahun 
2022 tmgkat kemiskman barn alarm penurunan dua digit atau turun menjadi 76,93 
nbu jiwa Jumlah penduduk miskm penode 2020 mencapai 80 820 jiwa kemudian 
pada tahun 2021 kembali naik menjadi 84 190 jiwa dan tahun 2022 diumumkan 
turun menjadi 76 930 jiwa Salah satu pemicu terjadmya pemngkatan persentase 
penduduk miskm adalah adanya Pandemi Covid-19 pada tahun 2019-2021 Selain 
ltu adanya mflasi kenaikan harga kebutuhan dasar dalam satu tahun terakhir lkut 
menjadi pemicu bertambahnya gans kemiskman

Gans Kemiskman (GK) mencermmkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang 
diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, 
baik kebutuhan makanan maupun non makanan Komposisi gans kemiskman 
terbesar pada warga Kabupaten Pacitan pada pemenuhan makanan Kemiskman 
sudah menjadi masalah yang mendarah dagmg dan bagai lmgkaran setan yang tak 
berujung di Kabupaten Pacitan Kemiskman memang sudah menjadi jebakan bagi 
yang terlahir dalam jeratannya Mulai dan ketidak mampuan membeli makanan 
dengan asupan gizi seimbang, tidak bisa membiayai sekolah anak hingga upah kerja 
yang cenderung rendah Menurut BPS, seseorang masuk kategon miskm karena 
ketidakmampuan dan sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makan sehan 
han bukan makanan yang diukur dan sisi pengeluaran Benkut merupakan data 
kemiskman Kabupaten Pacitan Tahun 2020- 2022
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Target Tema Pengentasan Kemiskinan 2023-2024

TEMA SASARAN INDIKATOR BASE LINE TARGET
2022 2023 2024

Pengentasan
kemiskinan

Berkurangnya
beban
pengeluaran
masyarakat
miskm

Jumlah
Masyarakat
yang
menenma
Bantuan
Sosial

69 437 84 478 73 712

b. Peningkatan Investasi

Reformasi Birokrasi Tematik peningkatan investasi ditujukan untuk 
mewujudkan kondisi lklim investasi yang kondusif sehmgga memiliki daya samg 
masuknya investasi dengan memperkuat penerapan omnibus law dan memngkatkan 
mdeks daya saing (competitiveness index) Reformasi Birokrasi Tematik peningkatan 
mvestasi akan mendukung peningkatan investasi dengan berfokus pada aspek tata 
kelola peningkatan mvestasi melalui perbaikan proses bisms, perbaikan data, 
perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan mformasi, serta 
reformulasi program/ kegiatan agar lebih tepat sasaran

Logical Framework Peningkatan Investasi



Nilai investasi Kabupaten Pacitan mengalami penurunan dan Tahun 2021 
sebesar Rp 671 214 382 934,- sedangkan Tahun 2022 sebesar 
Rp 456 736 752 646,- Meskipun demikian jumlah investor mengalami kenaikan 
dari 1 214 Tahun 2021 menjadi 5 970 Tahun 2022 Nilai Incremental Capital Output 
Ratio (ICOR) Kabupaten Pacitan tahun 2021 sebesar 15,97 sedangkan 2022 sebesar 
7,4 merupakan suatu besaran yang menunjukkan besamya tambahan kapital 
(mvestasi) barn yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output

Beberapa faktor yang mempengaruhi mvestasi antara lam suku bunga, PDRB, 
utilitas, birokrasi, kualitas SDM, regulasi, penjinan, stabilitas politik dan keamanan 
serta faktor sosial budaya Strategi dalam memngkatkan mvestasi yaitu dengan

1) membentuk Satgas Percepatan Investasi,
2) Online Single Submission (OSS), dan
3) Pelayanan Terpadu Satu Pmtu (PTSP) melalui Mai Pelayanan Publik (MPP)

Target Tema Peningkatan Investasi Tahun 2023-2024

TEMA SASARAN
TEMATIK INDIKATOR BASE LINE TARGET

2022 2023 2024
Peningkatan
Investasi

Meningkatnya 
nilai realisasi 
mvestasi

nilai
Realisasi
mvestasi

456 736 752 646 532 620 000 000 596 530 000 000

c. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Stunting)

Digitalisasi birokrasi sebuah kalimat yang fenomenal dan menjadi sorotan 
berbagai kalangan yang pada akhirnya menjadi kata yang sering diucapkan Peran 
digitalisasi memiliki power dalam menyebarluaskan dan mengmformasikan berbagai 
mformasi guna untuk mempengaruhi orang lam Sesuai dengan apa yang telah 
disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, bahwa Indonesia 
harus melakukan transformasi digital, melompat menuju pemerintahan berbasis 
digital Transformasi birokrasi yang salah satunya dengan memanfaatkan teknologi 
digital sangat mendukung penyelenggaraan good governance (tata kelola 
pemerintahan yang baik) yang mana membutuhkan kolaborasi antara 3 (tiga) pilar 
utama yakm pemermtah (government) duma usaha (private sector), dan masyarakat 
(civil society) Good governance akan dipandang sukses bilamana telah terwujud 
suatu hubungan yang harmoms antara ketiga pilar tersebut

Pemermtah yang diharapkan sebagai perpanjangan tangan masyarakat bukan 
hanya melayani dinnya sendin, namun harus mampu mengemban 
tanggungjawabnya sebagai pelayan masyarakat yang sigap dan tanggap Birokrasi 
yang efektif, efisien, produktif, dan transparan merupakan cita-cita Bangsa Indonesia 
untuk menjanjikan Negara mi sebagai Negara maju di tahun 2030 mendatang 
Lantas, untuk mewujudkan impian ltu, Indonesia dituntut untuk mengikuti 
perkembangan duma melalui teknologi mformasi digital

Salah satu upaya mewujudkan program digitalisasi birokrasi, perlu ada 
beberapa hal yang harus dipenuhi dalam badan birokrasi, yaitu keahhan adaptasi 
secara struktural maupun fungsional, kedua kemampuan sumber daya manusia 
dalam menggunakan teknologi Kemampuan dalam memahami sumber mformasi 
dengan menggunakan teknologi digital menjadi tuntutan dasar yang harus dukuti 
oleh manusia apalagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dan birokrasi yang 
m e miliki tanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik Selain sebagai 
mewujudkan good governance digitalisasi juga penting sebagai pendukung dalam 
menyelesaikan permasalahan-permaslahaan nasional Pemermtah melalui 
kementnan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi membuat 
kebijakan terkait Reformasi Birokrasi Berdampak dengan memasukan salah satu 
tema yaitu digitalisai percepatan penurunan stunting



Stunting adalah keadaan paling umum dan bentuk kekurangan gizi 
(PE/ mikronutnen), yang mempengaruhi bayi sebelum lahirdan awal setelah lahir, 
terkait dengan ukuran lbu, gizi selama lbu hamil, dan pertumbuhan janin 
Stunting pada anak balita merupakan salah satu indikator status gizi kronis 
yang dapat membenkan gambaran gangguan keadaan sosial ekonomi secara 
keseluruhan di masa lampau dan pada 2 tahun awal kehidupan anak dapat 
membenkan dampak yang sulit diperbaiki Salah satu faktor sosial ekonomi yang 
mempengaruhi stunting yaitu status ekonomi orang tua dan ketahanan pangan 
keluarga

Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan 
penurunan stunting salah satu pnontas kegiatan yang termuat dalam Rencana 
Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI) adalah pelaksanaan 
pendampingan keluarga bensiko stunting, pendampingan semua calon 
pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) dan surveilans keluarga bensiko 
stunting Arah kebijakan pelaksanaan pendampingan keluarga dalam upaya 
percepatan penurunan stunting di Desa/Kelurahan mengacu pada 4 (empat) 
hal di bawah ini, yaitu sesuai tujuan strategi nasional percepatan penurunan 
stunting sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan 
Penurunan Stunting

Logical Framework

Penurunan Stunting merupakan kerwajiban Pemenntah, Presiden Joko 
Widodo sudah menegaskan bahwa Pemenntah baik di tingkat pusat, provmsi 
maupun kabupaten untuk aware terkait dengan percepatan penurunan stunting 
tersebut Penurunan stunting tentu tidak bisa di laksanakan atau di tumpukan pada 
satu perangkat daerah saja, perlu kolaborasi dan perangkat daerah lam yang terhbat 
langsung dalam percepatan penurunan stunting Kabupaten Pacitan melalui Bapak 
Bupati berkomitmen untuk segera menyelesaikan permasalahan stunting tersebut 
Dalam Road Map Reformasi Birokrasi mi, Pemenntah Kabupaten Pacitan mengambil 
satu aspek yang dirasa belum optimal yaitu terkait dengan Prosentase lsian data 
pendukung penurunan stunting



Target Tema Digitalisasi Pemerintahan Tahun 2023-2024

TEMA SASARAN INDIKATOR BASELINE TARGET
TEMATIK 2022 2023 2024

Digitalisasi
Admimstrasi
Pemerintahan

Penurunan
Stunting

prosentase 
lsian data 
pendukung 
penurunan 
stunting

93,75% 95% 100%

d. Percepatan Prioritas Aktual Presiden
Perbaikan dan penguatan tata kelola yang dilakukan melalui pelaksanaan RB 

dilakukan untuk merespon dan mengawal hal-hal mendesak sesuai dengan arahan 
Presiden Hal mi dilakukan agar pemenntah dapat memitigasi nsiko yang dapat 
berdampak serius kepada masyarakat Adapun pnontas dan aktual presiden yang 
harus segera direspon yaitu penmgkatan penggunaan Produk Dalam Negen (PDN) 
dan pengendalian mflasi

PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
Program Penggunaan Produksi Dalam Negen (P3DN) yang digulirkan oleh 

pemenntah merupakan upaya pemenntah untuk mendorong masyarakat agar lebih 
menggunakan produk dalam negen dibandmgkan dengan produk impor Salah satu 
bentuknya mewajibkan mstansi pemenntah untuk memaksimalkan penggunaan 
hasil produksi dalam negen pada kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh 
APBN/APBD Selam ltu Program P3DN sangat berkaitan dengan giatnya pemenntah 
mendorong usaha dalam negen untuk pemenuhan mlai TKDN melalui sertifikat 
TKDN

Pemilik usaha dalam negen akan mendapatkan keuntungan dan pemenntah 
jika barangnya memiliki sertifikat TKDN Barang yang memiliki sertifikat TKDN akan 
dimasukan kedalam barang pnontas di electronic catalog Barang tersebut, akan 
menjadi pnontas untuk digunakan oleh mstansi pemenntah terutama yang 
menggunakan anggaran negara, seperti APBD atau APBN Ini adalah wujud 
dukungan pemenntah dalam memngkatkan kualitas dan penggunaan produk dalam 
negen

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan 
Barang/jasa Pemenntah Pasal 66 ayat 1 bahwa Kementnan/Lembaga/Perangkat 
Daerah Wajib Menggunakan Produk Dalam Negen, termasuk rancang bangun dan 
perekayasaan Nasional

Kewajiban tersebut dilakukan pada tahap Perencanaan Pengadaan, Persiapan 
Pengadaan, atau Pemilihan Penyedia dan dicantumkan dalam RUP, spesifikasi 
tekms/KAK, dan Dokumen Pemilihan dan tujuan Pengadaan Barang/Jasa tertuang 
dalam Pasal 4 “Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk memngkatkan penggunaan 
produk dalam negen” Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 membawa 
perubahan Sistem Pengadaan Secara Elektromk (SPSE) dan versi lama menjadi versi 
terbaru atau dikembangkan dengan menyesuaiakan regulasi terkim dengan 
menghadirkan beberapa feature yang sudah dikembangkan, diantaranya 
penyesuaian kewajiban penggunaan Produksi Dalam Negen serta Tmgkat Komponen 
Dalam Negen (TKDN), penyesuaian terhadap regulasi jasa konstruksi, penmgkatan 
keamanan system mformasi, serta mtegrasi dengan dengan aplikasi momtonng 
evaluasi lokal

Peraturan Pemenntah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industn, 
yang salah satunya menyebutkan program penggunaan produk dalam negen wajib 
didukung oleh Kementenan/Lembaga, Pemenntah Daerah, BUMN serta BUMD yang 
melakukan Pengadaan Barang/Jasa melalui pembiayaan APBN/APBD ataupun 
hibah Kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan memberdayakan industn dalam 
negen dan juga memperkuat struktur industn nasional dalam rangka mengurangi 
ketergantungan terhadap produk impor dan sekaligus untuk memulihkan 
perekonomian Indonesia Metode Pengadaan Barang/Jasa dalam e-procurement



terbagi melalui Swakelola dan penyedia Metode Pengadaan Barang/Jasa melalui 
penyedia terdin dan E-Tender, E-Tender Cepat, E-Pengadaan Langsung, 
Penunjukkan Langsung dan E-Purchasing (E-Catalog dan Toko Danng) Katalog 
Elektromk dan Toko Danng merupakan platform belanja Pemenntah, dimana jenis 
Produk yang akan tayang dan pilihan produk yang akan dibelanjakan merupakan 
kewenangan masmg-masing PPK/PP yang tersebar di seluruh 
Kementenan/Lembaga/Pemenntah Daerah Karena K/L/Pemda yang tahu 
kebutuhan dan spesifikasi barang/jasa
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Berdasarkan data diatas, menurut Kementenan Penndustnan (Kemenpenn), memang 
hanya ada 40 550 produk lokal (43,9%) dan total 92 357 produk yang termuat dalam katalog 
Lembaga Kebyakan Pengadaan Barang/Jasa Pemenntah (LKPP) 2021 Dan seluruh produk 
local tersebut, hanya 4,03% yang sudah memiliki sertifikat Tmgkat Komponen Dalam Negen 
(TKDN) Sedangkan 39,88% lamnya belum memiliki sertifikat TKDN Tahun 2022 realisasi 
penggunaan produk dalam negen Pemenntah Kabupaten Pacitan sebesar 39,50%

Logical Framework P3DN



Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negen (P3DN) di era Presiden Joko 
Widodo sangat ditekankan dengan tujuan memngkatkan perekonomian nasional dan 
mengurangi impor barang luar negen yang sebenamya di Indonesia bisa 
memproduksi sendm Menmdaklanjuti mtruksi presiden tersebut Pemenntah 
Kabupaten Pacitan mengupayakan setiap belanja pemenntah untuk menggunaakan 
produk dalam negen Selam ltu Pemenntah Kabupaten Pacitan mendorong UMKM 
untuk lebih maju dan mandin Adanya mtruksi peningkatan produk dalam negen 
tersebut merupakan hal barn, sehmgga di Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan belum memasukan hal tersebut Akan tetapi 
sudah di bentuk tim P3DN Kabupaten serta menentukan Logical Framework seperti 
diatas Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Penndustnan serta Bagian Pengadaan 
Barang Jasa menjadi leading sector pelaksanaan P3DN di dukung oleh Dinas 
penzman yang berperan membantu proses penzinan UMKM 
Permasalahan dalam penggunaan produk dalam negen antara lain

1) volume dan kualitas produk dalam negen belum mampu memenuhi 
kebutuhan yang lebih tinggi,

2) terbatasnya penyedia data yang memenuhi kualifikasi Tingkat Komponen 
Dalam Negen (TKDN) dan memiliki sertifikat

Dalam upaya mendukung program pemenntah peningkatan penggunaan produk 
dalam negen maka ditetapkan target kmerja sebagai benkut

Target Tema Penggunaan Produk Dalam Negeri

NO TEMA SASARAN INDIKATOR CAPAIAN
2022

TARGET
2023

TARGET
2024

1 P3DN Tmgkat
Penggunaan
Produk
Dalam
Negen

Nilai Realisasi 
Transaksi 
Belanja 
Produk Dalam 
Negeri

39,50% 45,00% 50,00%

PEN GENDALLAN INFLASI
Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum 

dan terns menerus dalam satu penode tertentu, berkaitan dengan mekamsme pasar 
yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lam, konsumsi masyarakat yang 
memngkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan 
spekulasi, termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distnbusi barang Inflasi 
berdampak pada penurunan daya bell masyarakat Inflasi menyebabkan mlai uang 
menurun sehmgga daya bell masyarakat menjadi lebih rendah

Masyarakat akan kesulitan untuk membeli barang-barang yang dianggap 
pentmg karena harganya terns naik Pada tahun 2021 Kabupaten Pacitan mengalami 
inflasi sebesar 2,03% dan memngkat menjadi 5,45 % pada tahun 2022 Kelompok 
pengeluaran yang mempunyai andil terbesar terjadmya inflasi pada tahun 2022 
adalah kelompok Bahan Makanan yaitu sebesar 3,55 % Komoditi yang mempunyai 
andil terbesar teijadinya inflasi pada kelompok pengeluaran Bahan Makanan adalah 
cabai rawit, bawang merah, bawang putih dan telur ayam ras



Pcrkeinb&ngaii Inflasi Tahun Kalender Bulanan Kabupaten Pacitan
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Perkembangan Inflasi Bulanan Kabupaten Pacitan 
Tahun 2021 -  2022

Perkembangan Inflasi year -on- year Kabupaten Pacitan
Tahun 2021 -  2022



Logical Framework Inflasi

Pengendalian inflasi di daerah tentu menjadi tanggung jawab Pemenntah 
Daerah beserta jajarannya, kontrol terkait inflasi dan kemudian solusi untuk 
mengatasi inflasi harus jelas tegambar dalam rencana pengendalian inflasi Pada 
logical framework inflasi, penajaman inflasi Kabupaten Pacitan fokus pengendalian 
inflasi ketersediaan bahan pangan dan stabilitas harga pangan bagi Masyarakat 
Pada pengendalian mflasu di Kabupaten Pacitan di dukung oleh beberapa dinas yang 
terkait dengan urusan pangan, perdagangan, perekonomian Logical Framework 
diatas menggambarkan bagaiaman pengendalian inflasi di Kabupaten Pacitan 
dilaksnakan

Dari gambaran isu  strategis berdasarkan tema ditentukan base line dan target 
kierja Reformasi Birokrasi tematik sebagaimana pada tabel

TEMA SASARAN INDIKATOR BASE LINE TARGET
TEMATIK 2022 2023 2024

PENGENDALIAN
INFLASI

Stabilisasi
Harga

Tmgkat
inflasi

5,45% 3,73%
(target

rata-rata
inflasi

bulanan
sebesar
0,28%)

3,85%
(target

rata-rata
inflasi

bulanan
sebesar
0,31%)

Asumsi estimasi/target tersebut dengan mempertimbangkan 
harga BBM stabil, 
tidak terjadi bencana besar, 
kebijakan pemenntah, dan 
kondisi politik
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